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SALINAN

Nomor 0027/Pdt.G/2017/PA. Pso.

’:ﬂ@l‘*";——-—;‘
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadiian Agama Poso yang memeriksa dan mengadiii perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan daiam perkara Gerai Gugat antara :
Nurhayati T. Mafunta binti Tamrin, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD,
Pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat unggal di Jalan Irans
Sulawesi, Dusun 4, Desa Toliba, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten
Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagal Penggugat ;
melawan
d{’ Sofyan bin Hasan, umur 37 tanun, agama Islam, Penaidikan SD, Pekeraan
Petani, bertempat tinggal di Desa Tandoyondo, Kecamatan Soyo
Jaya, Kapbupaten Morowall, selanjuinya disebut sebagai lergugat,
Pengadilan Agama tersebut;
Teiah mempeiajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta;
iiemeriksa bukti-bukt yang diajukan Penggugat daiam persidangan,
DUDUK PERKARA
Menimbang, banwa Penggugat dalam surat gugatannya teranggal 23

Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Posc pada
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fanggal 23 Januan @ 201/ dengan  register  Perkara  Nomor

0027/Pdt.G/2017/PA Pso, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Iergugat adaian suami isten yang san, menikah pada
hari Rabu, tanggal 22 November 2000 yang tercatat pada KUA Kecamatan
Tojo, Danuiu Kabupaten Foso, sekarang Kabupaten Tojo iUna-uUna
sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 099/14/X1/2000 tanggal 23
November 2000;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman
di fuman orang tua Penggugat di Desa Toiiba seiama 16 tahun iamanya,
sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggai;

J 3. Bahwa selama pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
sebagamana layaknya suami istn dan teian dikaruniai 2 orang anak masing-
masing bernama:

a. Riska Cahyanti binti Sofyan, umur 15 Tahun;
b. Mohammad Fadlan bin Sofyan, umur 10 Tahun,
Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugar.

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,
akan tefapi sejak bulan November 2010 ruman tangga Fenggugat gengan
Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
secara ierus menerus disebabkan Tergugat tidak pernan memperduiikan

Penggugat;
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©. Bahwa puncak keretakan nubungan ruman tangga Penggugat dengan Tergugat

tersebut terjadi pada bulan Maret 2014, terjadi perselisihan dan pertengkaran
karena Ketika itu Tergugat berangkat bekerja ke daeran Morowali, dan tidak ada
komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tidak pernah
memperduiikan Penggugat sebagai istri yang butuh pernatian dan kasin sayang
dari seorang suami, sehingga Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki
lain, dan hubungan tersebut diketanui oien Tergugat, akibainya Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan lamanya, dan yang

meninggaikan tempat kediaman bersama adaian Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati

Penggugat untuk rukun kembaii dengan Tergugar, namun usana tersebut tdak

berhasil,

/. Bahwa twjuan perkawinan untuk membentuk rumanh tangga yang sakinan,

mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar
masing-masing pinak tidak meianggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesalkan permasaianan Penggugat dan Tergugat. ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Fengadilan Agama Poso cg. Majelis Hakim segera memenksa dan mengadiii
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
Frimer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
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2. Menjatunkan taiak saw ba'in shughra Tergugat (Sofyan bin Hasan) terhadap
Penggugat (Nurhayati T. Mafunta binti Tamrin);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum,
Subsider :
Apabila Pengadiian Agama Poso berpendapal iain, monon puwmsan yang
seadil-adilnya;

Wienimbang, bahwa pada nari sidang yang feiah ditetapkan, Fenggugat
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap
meskipun teian dipanggii secara resmi dan patut beraasarkan relaas panggiian
tanggal 27 Januari 2017, dan relaas panggilan tanggal 24 Februari 2017, Tergugat
teian dipanggii secara resmi gan pamur,

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik

& indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang iediasi, maka perkara ini udak dapat
dimediasi dan Tergugat juga tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena
Tergugat tigak pernan hadir di persicangan. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha
secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan
Tergugat dan membina ruman tangga yang harmonis, mawadgan warahman
namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasinatan fidak bernasil, maka
selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk
umum yang isinya tetap dipertahankan oieh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
ieian mengajukan bukti surat berupa
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A, Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 099/14/X1/2000 tanggal 23

Novemper 2000, yang aikeluarkan oleh Pegawal Pencatat Nikan Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tio dahulu, Kabupaten Poso sekarang
Kabupaten Tojo Una-Una, bukii surat tersebut teiah dicocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P);

iMenimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga teian mengajukan aiat

bukti saksi masing-masing :

1. Baharudin bin I. G. Pantua, Saksi menerangkan banwa saksi adalah

tetangga Penggugat dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-
hai sepagal berikut :
Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara sSEpupu
Fenggugat sedang iergugat saksi kenal bernama Fapa lka (Sofyan);
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Tojo
Pada tahun 2000 saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah:;
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah oran tua
Fenggugat sebagal tempat Kediaman bersama teraknir, kemudian
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
Banhwa seiama perkawinan Penggugat dan lergugat telah dikaruniai 2
orang anak bemama Riska Cahyani binti Sofyan, umur 15
Tahun,perempuan dan Mohammad Fadian bin sofyan, umur 10 tahun, aki-

laki, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
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Bahwa setahu saksi awainya ruman tangga Fenggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak bulan November 2010 rumah tangga
Penggugat aan Tergugat mulal tigak rukun lagl, senng terjadi perselisinan
dan pertengkaran;

Banwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat
sering pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pergi kemana;

Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah
tidak memperduiikan Penggugar;

Bahwa saksi pemah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah
Tergugat sering pergi meninggaikan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama
kurang iebih 1 tanun lamanya, yang pergi dari tempat kediaman bersama
adalah Tergugat;

Banwa seiama perpisan Penggugat dan Tergugat sudah tdak ada
komunikasi:

Hanwa selama berpisan, fergugat tdak pernan datang menemui
Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
Bahwa pernan diupayakan damai gari pihak Keluarga untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Banwa ruman tangga Penggugat dan Tergugat sudan suiit uniuk

dirukunkan:
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam menegunhkan dalil-daiil gugatannya,

Penggugat hanya mengajukan 1 orang saksi, sedangkan Penggugat telah
menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan saksi lagi, akan tetapi Penggugat
menyatakan bersedia disumpah atas kebenaran dalil-dalil gugatannya:

Menimbang, banwa seianjuinya untuk meiengkapi buki Fenggugar, Ketua
Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat mengucapkan sumpah
peiengkap (Suppietoir) sebagaimana terdapat daiam Putusan Sela Nomor
0027/Pdt.G/2017/PA Pso, tanggal 18 APril 2017 yang selengkapnya termuat
dalam berita acara sidang :

Menimbang, bahwa pada akhirmya Penggugat memberikan kesimpulan
yang pada pokoknya tetap pada gugatan semuia ingin bercerai dengan Tergugat
dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak memberikan kesimpulan karena

j’ tdak pernan datang menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
aitunjuk segala sesuatu yang tercantum daiam berita acarz sidang yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana
yang telah diuraikan sepelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan,
maka Majeiis Hakim tidak dapat meiakukan upaya damai sebagaimana
dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1889
serta Pasai 131 Kompiiasi Hukum isiam dan upaya mediasi sebagaimana
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petunjuk Perma Nomor 1 Tahun 2016, Waiaupun demikian, Majelis Hakim sudah
berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali
rukun dengan fergugat, tetapi tiaak bernasil:

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di
persidangan dan tidak puia menyurun orang iain datang menghadap sebagai
wakilnya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh
suatu haiangan yang sah, maka patutian dianggap panwa Tergugat daiam
keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan
versiek sesuai ketentuan Fasai 49 RDg;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi
pokok gugatan Penggugar, Fengadiian periu mempertimbangkan kepentingan
hukum dan atau legal standing gugatan Penggugat serta hubungan hukum antara
Penggugat dengan Tergugar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah
melangsungkan perkawinan Qinadapan Fegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tojo, dahulu Kabupaten Poso, sekarang Kabupaten Tojo Una-
Una olen karena itu majeiis Hakim berpendapat, Fenggugat mempunyai legal
standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal
14 Peraturan Pemenntah Nomor ¥ Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan
perkawinan mereka diiangsungkan berdasarkan nukum isiam dan keduanya
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perada dalam ‘wilayan nukum Pengadiian Agama Foso, oieh karena 1t

berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974
lentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintan Nomor 9 Tanun
1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-lUndang Nomor 50
Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili
Sera memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan alasan-
alasan yang pada pokoknya, bahwa rumah tfangga Fenggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2010 yang
disebabkan Tergugat tidak pernan memperduiikan Penggugat puncak terjadi
bulan Maret 2014 dimana terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat pergi kerja ke

\f Morowal dan sejak itu tidak ada komunikasin iagi, sehingga Penggugat teian
menjalin cinta dengan laki-laki lain sehingga Tergugat mengetahui dan
mengakibatkan Fenggugat dan lergugat teiah hidup berpisah seiama kurang
lebih 2 tahun 10 bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah
Tergugar;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut maka yang
menjadi pokok permasalahan dalam perkara im adalan kebenaran tentang telah
terjadinya percekcokan dan perselisinan antara Penggugat dan Tergugat secara
ferus menerus sejak buian November 2010, sehingga Penggugat bermaksud
mengakhiri perkawinannya dengan perceraian:

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan
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dengan verstek, hamun cien karena kasus perceraian memiiik aspek-aspek yang
khusus (lex special) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat pecekcokan dan
pertengkaran, maka kepada Fengguagat dibebani bukti-bukt ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya,
leiah mengajukan buku surat yang bertanda P dan ‘i orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang menerangkan telah terjadinya
perkawinan Fenggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk
itu, bermeterai cukup, dan bersesuaian dengan aslinya. Dengan demikian buki
tersebut teiah memenuni syarat formii dan materii akia aotentik yang kekuatan
pembuktiannya bemilai sempurna dan mengikat (volledig en bindende
bewyskracht). Berdasarkan aiat buki terseput, Penggugat dan Tergugat harus
dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang
san;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan
Pemerintan Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar seorang saksi
Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya
Danwa saksi mengetahui masaian ruman langga Penggugat gan Tergugat sudah
tidak rukun karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan Penggugat
dengan | ergugat telah nidup berpisan sekitar 1 tahun | lerhadap keterangan saksi
tersebut, pada dasarnya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penggugat hanya menghadirkan seorang saksi
sebagaimana keterangan di atas dan oleh karena kesaksian satu orang bukan
dianggap sebagal saksi (Unus Testis Nullus Testis : Fasal 306 R.Bg) dan
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Majeiis Hakim menganggap satu orang saksi tersebut baru merupakan bukti awal,

sehingga untuk mencukupkan batas minimal suaty pembuktian dan bemilai

sebagal alat bukti yang sempurna, maka secara ex orficio Majelis Hakim gapat
memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah tambahan (Sumpah

Suppletoir), hal mana telan sesuai dengan maksud pasal 182 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan
dengan bukti-bukii yang diajukan oien Fenggugat teian terbukti hai-nai sebagai
berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan perumbangan tersebut, maka majelis hakim
menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adaian suami isri yang sah dan teian
dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Riska Cahyani binti Sofyan, umur 15
tahun,perempuan gan Mohammad Fadian pin Sofyan, umur 10 tahun, laki-iaki,
kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

<. Bahwa ruman tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugar;

3. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekitar 1 tahun
lamanya;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi dalam
satu keiuarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintan Nomor & Tahun 1975 jo. Pasai 116 nuruf () Kompiiasi Hukum isiam
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ditegaskan banwa “Perceraian terjadi karena aiasan antara suami stri terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup
rukun iagi galam ruman tangga®;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam
perkara a quo knususnya yang berkaitan dengan periengkaran dan perseiisinan
Secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur
yang di kandung ketentuan tersebut, maka majeiis nakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut -

Menimbang, bahwa fakta huikum sering terjadinya pertengkaran dan
perselisinan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dapat diukur dari
kuaiitas dan kuantitas perengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya,
dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai

i j fakta nukum yaitu Tergugat tidak memperduiikan Fenggugat, hai mana perbuatan
Tergugat tersebut tidak mencerminkan sebagal seorang suami yang tidak
berianggung jawab Seningga kebahagian dalam ruman langga sudan tidak
diperoleh Penggugat bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup
perpisan selama 1 tahun, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam ruman
tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus
menerus, nal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)
rompiiasi Hukum isiam:

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang
ningga sekarang teian beriangsung seiama kurang iebin 1 tahun iamanya, dari sisi
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aurasi waktu secara normatif rentang perpisahan Fenggugat dan Tergugat telah

memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah
bobot runcingnya percekcokan Fenggugat dan lergugat, banhkan hidup
berpisahnya Penggugat dan Térgugat merupakan dampak dari pertengkaran
Penggugat dan Tergugat sebeiumnya, maka perpisahan ini justru iebin
menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus:

Menimbang, bahwa fakia Penggugat tidak dapat dirukunkan iagi dengan
Tergugat, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap
Penggugat di persidangan yang enggan menerima upaya keras Fengadiian untui
perdamaian, maka diyakini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkar;
iagi;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat

\.{ dan |ergugat adaiah tgak adanya kerukunan dan kenarmonisan, sebab tujuan
yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang
banagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mana Esa (vide : Fasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874) dan atau keluarga yang sakinah,
mawadaan dan ranman (vide - Pasal 3 Kompuiasi Hukum isiam) telah tidak
terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Fenggugat
dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan benar-benar telah tidak memberikan
manfaat, maka Dpukanlan suatu  Kearifan untuk mempertahankan
keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal ity dipandang periu
mempertimbangkan suatu kaidah usnui yang berbunyi :
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Artinya: "Menolak kerusakan lebit didatiutiksn Ganpads imeianin kesaikar
Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan
1anggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurankan perhatan, cinta, kasin
sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan
panwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersaiukan keduanya tidak
lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai
piiar-pilar mewujudkan rasa banagia. Ruman langga yang demikian itu secars
nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana
ditegaskan daiam ai Quran Suran ai-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :
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Artinya : “Dan o antara tands-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dani jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
Mmerasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-ya diantaramu rasa kasin
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat randa-tanda bagi kaum yang berfiir

Menimbang, bahwa iagi puia pada setiap persidangan Majeiis Hakim teian
berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan

fuman tangganya namun Penggugat tetap persikeras untuk berceral, sehingga
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Disclaimer

Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan |ergugat telan tidak ada
harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah
terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Fenggugat, sehingga
Pengadilan menetapkan jatuh talak satu bain shughra dari Tergugat kepada
Fenggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian,
maka secara ex officio iviajeiis Hakim memerintankan kepada Panitera Pengadiian
Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah
yang wilayahnya meiipui tempat kediaman Penggugat dan Tergugar atau
Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan unwk dicatat daiam darftar yang teiah disediakan untuk itu. Hai ini
sesuai dengan Pasal 71 Ayat (2) dan Pasal 84 ayat (1), Ayaf (2) , dan Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang teian diubah dan ditamban dengan
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang
dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telan diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Tentang Peradilan Agama;
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Disclaimer

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku

dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut

uniuk mengnadap di persidangan tidak nadir;

. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek:

- Menjatunkan taiak saw pa’in shughra Tergugat (Sofyan bin Hasan) terhadap

Penggugat (Nurhayati T. Mafunta binti Tamrin):

- Memerintankan Panitera Pengadiian Agama Foso untuk menginmkan Saiinan

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo Barat dan kepada Fegawai Pencartat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soyo Jaya serta kepada Pegawai
Pencatat Nikan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo untuk dicatat daiam

daftar yang disediakan untuk itu:

- Membebankan kepada Penggugat untuk mempayar Diaya perkara ningga .

putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 2.233.000 (dua juta dua ratus tiga puluh

nga riou rupiany;

Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 Masehi,
berepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami, Ors. Syarrudin
Mohamad, M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharudin Anwar.,S.HI.,MH dan Hj.
Masnah Hi. Salasa, S.HI. masing-masing sebagal Hakim Anggota, Futusan mana

pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang
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terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Fausiah,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa

hadimya | ergugart;
Hakim Anggota,

Tid

Kanarudin Anwar, 5.Hi.viH

Ttd

Hj. Masrian Hi. Saiasa, S.Hi.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
Biaya ATK Perkara Rp. 80.000,-
Panggilan Rp.2.112.000, -

Redaksi Rp.
Meterai Rp.

RPN

6.000,-

5.000,-

Jumiah

Rp. 2.233.000,

Ketua Majelis,

Tid

Drs. Syafrudin Mohamad, ivi.H.

Fanitera Penggantl,

Ttd

Fausian, §.Ag.

Untuk Salinan :
Pengadilan Agama Poso

. FANITERA,

(dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
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CATATAN BERKAS

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap
sejak tanggal 10 Mei 2017

Panitera,

Drs. H. HAKIMUDDIN
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